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ABSTRAK 

 

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang- 

undangan.Pengertian mengenai diskresi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Rumusan masalah (1) 

Bagaimanakah pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? (2) Bagaimana 

Implikasi perubahan syarat penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan Teknik pengumpulan 

data studi dokumen, jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Primer, 

Sekunder, Tersier. Berdasarkan hasil kajian diatas  penelitian menyimpulkan, 

Pertama Pengaturan Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah di atur dalam pasal 75 angka 

2 yang menghilangkan syarat penggunaan diskresi tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undang yang sebelumnya di atur oleh Undang-

Undang administrasi negara. Kedua, Implikasi perubahan syarat penggunaan 

diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah mempengaruhi keputusan 

pemerintah,berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan 

dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. 

 Kata Kunci : Diskresi, Implikasi, Undang-Undang,Administrasi 
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